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Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Prof. Dr. AH. Rofi’'uddin, M.Pd. . Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan
Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. Hendrizal Husin, S.H, M.H. . Kepala Kejaksaan Negeri Malang, berkedudukan di Jalan
Simpang Panji Suroso No. 5 Malang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Malang
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani
Kesepakatan Bersama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan
sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN
Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata
dan Tata Usaha Negara di dalam maupun di luar pengadilan yang melibatkan PIHAK KESATU.
Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan
yang menyangkut: (1) Bantuan Hukum, (2) Konsultasi Hukum, (3) Tindakan Hukum lain.
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Pasal 3
PELAKSAN_AAN DAN KEGIATAN

Dalam menghdapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat
meminta Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Tindakan Hukum lain kepada PIHAK KEDUA,
selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Konsultasi
Hukum, Tindakan Hukum lain kepada PIHAK KESATU;

Sebagai Subyek Hukum Perdata, dalam hal PIHAK KESATU sebagai penggugat atau tergugat,
PIHAK KESATU dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK
KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU baik di dalam dan/atau di luar pengadilan;

Sebagai Subyek Hukum Tata Usaha Negara, dalam hal PIHAK KESATU sebagai tergugat, PIHAK
KESATU dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk mewakili PIHAK KESATU baik di dalam dan/atau di luar pengadilan;

Dalam melaksanakan kerjasama, PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima Kuasa
Khusus dan mewakili PIHAK KESATU dengan hak substitusi guna bertindak sebagai Jaksa
Pengacara Negara baik dalam kedudukan sebagai penggugat maupun tergugat;

Dalam memberikan bantuan tersebut, pada ayat (2) dan (3) pasal ini, PIHAK KEDUA dapat
dibantu oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi
Kesepakatan Bersama ini menjadi beban PIHAK KESATU.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani
dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Kesepakatan Bersamaini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini
belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersamaini akan diatur oleh PARA PIHAK atas
dasar musyawarah/mufakat, yang selanjutnya dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
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Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang
dan 1 (satu) rangkap untuk Kejaksaan Negeri Malang.
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